KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

TUGAS DAN WEWENANG
KPU KABUPATEN/KOTA

KPU KABUPATEN LOMBOK TIMUR BERKEDUDUKAN SEBAGAI LEMBAGA NON
STRUKTURAL BERKEDUDUKAN DI IBU KOTA KABUPATEN LOMBOK TIMUR TUGAS,
WEWENANG DAN KEWAJIBAN KPU KABUPATEN LOMBOK TIMUR BERDASARKAN PASAL
18, 19, DAN 20 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG
PEMILIHAN UMUM, ANTARA LAIN:

TUGAS KPU KABUPATEN/KOTA (PASAL 18) :

@ MENJABARKAN PROGRAM DAN MELAKSANAKAN ANGGARAN;

® MELAKSANAKAN SEMUA TAHAPAN PENYELENGGARAAN DI KABUPATEN/KOTA
BERDASARKAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN;

@ MENGOORDINASIKAN DAN MENGENDALIKAN TAHAPAN PENYELENGGARAAN OLEH

PPK, PPS, DAN KPPS DALAM WILAYAH KERJANYA;

MENYAMPAIKAN DAFTAR PEMILIH KEPADA KPU PROVINSI;

MEMUTAKHIRKAN DATA PEMILIH BERDASARKAN DATA PEMILU TERAKHIR DENGAN

MEMPERHATIKAN DATA KEPENDUDUKAN YANG DISIAPKAN DAN DISERAHKAN OLEH

PEMERINTAH DAN MENETAPKANNYA SEBAGAI DAFTAR PEMILIH;

@ MELAKUKAN DAN MENGUMUMKAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA
PEMILU ANGGOTA DPR, ANGGOTA DPD, PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN,
DAN ANGGOTA DPRD PROVINSI SERTA ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA YANG
BERSANGKUTAN BERDASARKAN BERITA ACARA HASIL REKAPITULASI SUARA DI PPK;
MEMBUAT BERITA ACARA PENGHITUNGAN SUARA DAN SERTIFIKAT PENGHITUNGAN
SUARA SERTA WAJIB MENYERAHKANNYA KEPADA SAKSI PESERTA PEMILU, BAWASLU
KABUPATEN/KOTA, DAN KPU PROVINSI;

® MENGUMUMKAN CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA TERPILIH SESUAI
DENGAN ALOKASI JUMLAH KURSI SETIAP DAERAH PEMILIHAN DI KABUPATEN/KOTA
YANG BERSANGKUTAN DAN MEMBUAT BERITA ACARANYA;

@ MENINDAKLANJUTI DENGAN SEGERA TEMUAN DAN LAPORAN YANG DISAMPAIKAN
OLEH BAWASLU KABUPATEN/KOTA;

® MENYOSIALISASIKAN PENYELENGGARAAN PEMILU DAN/ATAU YANG BERKAITAN
DENGAN TUGAS DAN WEWENANG KPU KABUPATEN/KOTA KEPADA MASYARAKAT;

@ MELAKUKAN EVALUASI DAN MEMBUAT LAPORAN SETIAP TAHAPAN
PENYELENGGARAAN PEMILU; DAN

@ MELAKSANAKAN TUGAS LAIN YANG DIBERIKAN OLEH KPU, KPU PROVINSI, DAN/ATAU
KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.

WEWENANG KPU KABUPATEN/KOTA (PASAL 19) :

KPU KABUPATEN/KOTA BERWENANG:

m MENETAPKAN JADWAL DI KABUPATEN/KOTA;

m MEMBENTUK PPK, PPS, DAN KPPS DALAM WILAYAH KERJANYA;

@ MENETAPKAN DAN MENGUMUMKAN REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA PEMILU
ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA BERDASARKAN REKAPITULASI PENGHITUNGAN
SUARA DI PPK DENGAN MEMBUAT BERITA ACARA REKAPITULASI SUARA DAN
SERTIFIKAT REKAPITULASI SUARA;

®m MENERBITKAN KEPUTUSAN KPU KABUPATEN/KOTA UNTUK MENGESAHKAN HASIL
PEMILU ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA DAN MENGUMUMKANNYA;

m MENJATUHKAN SANKSI ADMINISTRATIF DAN/ATAU MENONAKTIFKAN SEMENTARA
ANGGOTA PPK DAN ANGGOTA PPS YANG TERBUKTI MELAKUKAN TINDAKAN YANG
MENGAKIBATKAN TERGANGGUNYA TAHAPAN PENYELENGGARAAN PEMILU
BERDASARKAN PUTUSAN BAWASLU, PUTUSAN BAWASLU PROVINSI, PUTUSAN
BAWASLU KABUPATEN/KOTA, DAN/ATAU KETENTUAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN; DAN

@ MELAKSANAKAN WEWENANG LAIN YANG DIBERIKAN OLEH KPU, KPU PROVINSI,
DAN/ATAU KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.

KEWAJIBAN KPU KABUPATEN/KOTA (PASAL 20) :
KPU KABUPATEN/KOTA BERKEWAJIBAN:

@ MELAKSANAKAN SEMUA TAHAPAN PENYELENGGARAAN PEMILU DENGAN TEPAT

WAKTU;

MEMPERLAKUKAN PESERTA PEMILU SECARA ADIL DAN SETARA;

MENYAMPAIKAN SEMUA INFORMASI PENYELENGGARAAN PEMILU KEPADA

MASYARAKAT;

@ MELAPORKAN PERTANGGUNGIJAWABAN PENGGUNAAN ANGGARAN SESUAI DENGAN
KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN;

@ MENYAMPAIKAN LAPORAN PERTANGGUNGIJAWABAN SEMUA KEGIATAN
PENYELENGGARAAN PEMILU KEPADA KPU MELALUI KPU PROVINSI;

@ MENGELOLA, MEMELIHARA, DAN MERAWAT ARSIP/DOKUMEN SERTA MELAKSANAKAN
PENYUSUTANNYA BERDASARKAN JADWAL RETENSI ARSIP YANG DISUSUN OLEH KPU
KABUPATEN/KOTA DAN LEMBAGA KEARSIPAN KABUPATEN/KOTA BERDASARKAN
PEDOMAN YANG DITETAPKAN OLEH KPU DAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA;
MENGELOLA BARANG INVENTARIS KPU KABUPATEN/KOTA BERDASARKAN
KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN; :

@ MENYAMPAIKAN LAPORAN PERIODIK MENGENAI TAHAPAN PENYELENGGARA
PEMILU KEPADA KPU DAN KPU PROVINSI SERTA MENYAMPAIKAN TEMBUSANNY:
KEPADA BAWASLU; :

@ MEMBUAT BERITA ACARA PADA SETIAP RAPAT PLENO KPU KABUPATEN/KOTA DAN

DITANDATANGANI OLEH KETUA DAN ANGGOTA KPU KABUPATEN/KOTA;

MELAKSANAKAN DENGAN SEGERA PUTUSAN BAWASLU KABUPATEN/KOTA;

MENYAMPAIKAN DATA HASIL PEMILU DARI TIAP-TIAP TPS PADA TINGKAT

KABUPATEN/KOTA KEPADA PESERTA PEMILU PALING LAMA 7 (TUJUH) HARI SETELAH

REKAPITULASI DI KABUPATEN/KOTA;

@ MELAKUKAN PEMUTAKHIRAN DAN MEMELIHARA DATA PEMILIH SECARA

BERKELANJUTAN DENGAN MEMPERHATIKAN DATA KEPENDUDUKAN SESUAI

KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN;

MELAKSANAKAN PUTUSAN DKPP; DAN

MELAKSANAKAN KEWAIJIBAN LAIN YANG DIBERIKAN OLEH KPU, KPU PROVINSI

DAN/ATAU PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.
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